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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI MENJADI
PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Keuagan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 55 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Nagari Painan Timur Painan di Kecamatan
IV Jurai;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang Pembiayaannya
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang
Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 56);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pedirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang
Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2017 Nomor Seri);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah,
Kabupaten Pesisir Selatan;

Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor
410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 Tentang Rancangan
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM)
Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang
Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022;
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MEMUTUSKAN :

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2022.

Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu di atas terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan tahun
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Asli Nagari -~ Rp. 5.000.000,00
b. Transfer Rp. 1.380.592 241 00
¢. Lan-lain Pendapatan yang sah Rp. 1.500.000,00
Jumiah Pendapatan Rp. 1.387.092.241,00
Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 469.101.08522
b. Bidang Pembangunan Nagari Rp. 268.291.000,00
¢. Bidang Pembinaan Nagari Rp. 20424000060
d. Bidang Pemberdayaan MasyarakatNagari Rp. 187.709.000.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Rp. 444.800.000.00
Mendesak Nagari

Jumlah Belanja Rp. 1.390.325.085,22
Surplus/Defisit Rp. (3.232.844.22)
Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 323284422
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 3.232.84422
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 0,00

Ditetapkan di : Painan Timur Painan
pada tanggal : 31 Desember 2021
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